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PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PENGADILAN AGAMA SANGATTA 
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Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan Keterbukaan Informasi Publik 

melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:144/KMA/VIII/2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebelum terbitnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Undang-Undang tersebut menggunakan istilah-istilah yang sedikit berbeda dengan 

yang digunakan pada SK KMA 144 tahun 2007, sehingga Mahkamah Agung 

menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KMA Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung mengkaji 

ulang SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 bersama dengan Komisi Informasi Pusat dan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika agar sesuai dengan regulasi terbaru terkait 

Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, 

kemudian terbitlah SK KMA Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 di bulan Agustus 2022. 

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Sangatta 

Tahun 2025. merupakan rangkuman kegiatan pelayanan informasi publik yang telah 

dilaksanakan sepanjang tahun yang bersangkutan. Laporan Tahunan Layanan Informasi 

Pengadilan Agama Sangatta ini merupakan gambaran dari komitmen Pengadilan Agama 

Sangatta dalam usana menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, dan akuntabel 

dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya. Laporan pelaksanaan pelayanan 

informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

  

KATA PENGANTAR 
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A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang tersedia pada 

Pengadilan Agama Sangatta yaitu Layanan Meja Informasi dan Pengaduan pada 

loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), website, website PPID, media sosial 

(instagram dan facebook) dan melalui layanan chat online via whatsApp yang 

terintegrasi dengan Aplikasi Pujangga. 

TAMPILAN PTSP PENGADILAN AGAMA SANGATTA 

 

  

  

GAMBARAN UMUM 
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TAMPILAN WEBSITE PENGADILAN AGAMA SANGATTA 

 

 

TAMPILAN WEBSITE PPID PENGADILAN AGAMA SANGATTA
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TAMPILAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN AGAMA SANGATTA
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 Tautan Ke Situs Media sosial Pengadilan Agama Sangatta 

Media 
Sosial 

Akun Tautan 

Whatsapp  08115538555  

https://api.whatsapp.com/message/S5UNSM7
666A2G1?autoload=1&app_absent=0 

Instagram  pengadilan_agama_sangatta  

https://www.instagram.com/pengadilan_agama
_sangatta/ 

TikTok  pa_sangatta  https://www.tiktok.com/@pa_sangatta 

Facebook  Pengadilan Agama Sangatta 

https://www.facebook.com/pengadilanagama.s
angatta 

Youtube  

PENGADILAN AGAMA 
SANGATTA  

https://www.youtube.com/channel/UCwzYW_3
Ls36t5DWqHqc5XOw 
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B. SUMBER DAYA 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sangatta 
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Kekuatan Sumder Daya Manusia Pengadilan Agama Sangatta 

 

No. Nama Jabatan Jenis 
Kelamin Pendidikan Golongan 

1 Ismail, S.H.I., M.H. Ketua 
Pengadilan Pria S-2 IV/a 

2 Ismi Madani, S.H Hakim Tingkat 
Pertama Wanita S-1 III/a 

3 Annisa, S.H., M.Kn., 
M.H. 

Hakim Tingkat 
Pertama Wanita S-2 III/a 

4 Mohamad Hamdan 
Asyrofi, S.H.I., M.H. 

Hakim Tingkat 
Pertama Pria S-2 III/c 

5 Winda Wara Pratiwi, 
S.H. 

Hakim Tingkat 
Pertama Wanita S-1 III/a 

6 Lilis Safriani, S.H. Hakim Tingkat 
Pertama Wanita S-1 III/a 

7 Amalia Esa Kartika, 
S.H. 

Hakim Tingkat 
Pertama Wanita S-1 III/a 

8 Nur Fauzi Radliatul 
Fatah, S.H., M.H. 

Hakim Tingkat 
Pertama Pria S-2 III/a 

9 Annisa, S.H., M.Kn., 
M.H. 

Hakim Tingkat 
Pertama 

Wanita S-2 III/a 

10 Haerul Aslam, S.H. Panitera Tingkat 
Pertama Pria S-1 III/d 

11 Abdul Rahman Sidik, 
S.H. Panitera Muda Pria S-1 III/b 

12 Fasry Heldha 
Dwisuryati, S.H.I. Panitera Muda Wanita S-1 III/d 

13 Roby Rivaldo, S.H. Panitera Muda Pria S-1 III/d 

14 Fathul Ardhani Juru Sita Pria SLTA III/b 

15 Sudarji Juru Sita Pria SLTA III/a 

16 Khairunnisa, A.Md Juru Sita 
Pengganti Wanita D-III II/c 

17 
Muhammad Diki 
Efendi, A.Md.A.B. 

Juru Sita 
Pengganti Pria D-III II/c 

18 Yuri Adi Dharma, 
S.Kom. Sekretaris Pria S-1 III/d 

19 Laili Wahyu Asmarani, 
A.Md. 

Kepala 
Subbagian Wanita D-III III/c 

20 Nurwasilah, S.H. Kepala 
Subbagian Wanita S-1 III/d 

21 Rizky Sapta Mandela, 
S.SI. 

Pranata 
Komputer 
Pertama 

Pria S-1 III/a 

22 Sica Nodika Rihadatul 
Aisy, A.Md. 

Pengolah Data 
dan Informasi Wanita D-III II/c 
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23 Irfan Ridwan 
Nasution, S.H. 

Analis Perkara 
Peradilan Pria S-1 III/a 

24 Septia Clara Andini, 
S.T. 

Teknisi Sarana 
dan Prasarana Wanita S-1 III/a 

25 Nur Widha Handayani, 
S.H. 

Analis Perkara 
Peradilan Wanita S-1 III/a 

26 Ariana Patria Dewi, 
S.H. 

Analis Perkara 
Peradilan Wanita S-1 III/a 

27 Salsabila Khansa 
Amara Candra, A.Md. 

Dokumentalis 
Hukum Wanita D-III II/c 

28 Mayang Nydia 
Nariswari, A.Md.A.B. 

Dokumentalis 
Hukum Wanita D-III II/c 

29 Roni Setiawan 
Siregar, A.Md.A.B. 

Dokumentalis 
Hukum Pria D-III II/c 

30 Samsul Hidayat 
Operator 
Layanan 

Operasional 
Pria SLTA V (V) 

31 Julianto 
Operator 
Layanan 

Operasional 
Pria SLTA V (V) 

31 Darwan 
Operator 
Layanan 

Operasional 
Pria SLTA V (V) 
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C. ANGGARAN 

Mahkamah Agung menganggarkan biaya pengelolaan dan pelayanan 

Informasi Publik pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing 

satuan kerja yang berada di bawahnya. 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah 

dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui 

sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana 

penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker. 

Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Agama Sangatta menerima DIPA 

sebanyak 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) 

dan DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04).  

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.652097/2025 
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NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.652098/2025 

 

 

Rincian Anggaran Dukungan PPID Pengadilan Agama Sangatta 

Tahun Anggaran 2025 
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D. BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI 

1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-

cuma. 

2. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada 

Pemohon. 

3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi 

Publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman. 

4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan 

Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima 

sebagaiman tercantum dalam Lampiran VII. 

5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan berdasarkan 

keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP. 

 

DASAR HUKUM 

 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik di Pengadilan 

 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor 

89/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2025 tentang Biaya 

Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Sangatta Tahun 

2025 
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A. DATA LAYANAN INFORMASI 

 

  

DATA - DATA 
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B. DATA LAPORAN PENGADUAN 

 



 

 

Pengadilan Agama Sangatta 

17 

 

 

 

 

 

 

A. KENDALA PELAYANAN INFORMASI 

1. Pemutakhiran data informasi publik dari PPID terlambat. 

2. SDM yang memberikan layanan informasi online terbatas. 

3. Masyarakat enggan mengakses informasi publik yang sudah tersedia baik pada 

website dan media sosial, sehingga permintaan informasi online banyak 

diterima. 

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN INFORMASI 

Meningkatkan koordinasi dengan PPID Meningkatkan kualitas informasi 

Memperbaharui daftar informasi publik berkala dan wajib diumumkan Meningkatkan 

kecepatan dan responsivitas layanan informasi Meningkatkan budaya pelayanan 

prima. 

 

KENDALA PELAYANAN 

INFORMASI 


